A\

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ §6©¢ /B.VI/HK/2009

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2008 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BANDARLAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung
tentang Penjabaran Peirtanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu dievaluasi agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tenténg Pembentukan Daerah
Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);



10.

I1.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4712);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan  Daerah  Kepada  Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



Menetapkan

KESATU

Evaluasi
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan
Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

I. PENDAPATAN DAERAH :

1.

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 sejumlah
Rp. 747.982.275.503,92 atau equivalen dengan 103,09 % dari yang
dianggarkan sejumlah Rp. 725.597.468.445,85 dengan rincian sebagai
berikut :

a).

b).

Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2008
sejumlah Rp. 67.661.519.021,92 atau equivalen dengan 111,98%
dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 60.422.775.028,70.

Realisasi Total Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008
sejumlah Rp. 668.092.971.938,00 atau equivalen dengan 100,66 %
dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 663.699.693.417.15.

. Realisasi Lain-lain Pendapatan Dasrah Yang Sah Daerah

Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 12.227.784.544,00 atau
equivalen dengan 829,00% dari yang dianggarkan sejumlah
Rp. 1.475.006.000,00.

Memperhatikan data tersebut diatas, realisasi total Pendapatan Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008 telah melebihi dari
target yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
Pemerintah Kota Bandar Lampung agar tetap mempertahankan
Pencapaian target pendapatan.

2. Realisasi Pendapatan Daerah yang tidak mencapai target, antara lain :

a.

Realisasi Pajak Hiburan mengalami penurunan atau tidak mencapai
target dari pagu APBD-P Rp. 1.800.000.000,00 Realisasi
Rp. 1.678.220.739,00 (93,234%).

Realisasi Retribusi Reklame mengalami penurunan atau tidak
mencapai target dari pagu APBD-P Rp. 3.100.000.000,00
Realisasi Rp. 2.927.798.390,00 (94.45%).

Realisasi Jasa Umum mengalami penurunan atau tidak mencapai
target dari pagu APBD-P Rp. 7.419.226.960,00 Realisasi
Rp. 7.028.913.450,00 (94,74%).

Realisasi Jasa Usaha mengalami penurunan atau tidak mencapai
target dari pagu APBD-P Rp. 2.718.709.600,00 Realisasi
Rp. 1.713.665.044,00 (63,03%).



Untuk masa mendatang diharapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung
khususnya bagi Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola
sumber penerimaan, agar melakukan usaha konstruktif sehingga target
penerimaan dapat tercapai bahkan melampaui dari target yang
ditetapkan.

II. BELANJA DAERAH :

1.

Realisasi Total Belanja Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 778.777.814.052,53 atau
equivalen dengan 99,69 % dari yang dianggarkan sejumlah
Rp. 781.189.330.424,37 dengan rincian sebagai berikut :

a). Realisasi Belanja Operasi sejumlah Rp. 652.412.631.034,53 atau
equivalen dengan 102,27 % dari yang dianggarkan sejumlah
Rp. 637.933.381.695,94.

b). Realisasi Belanja Modal sejumlah Rp. 124.903.058.018,00 atau
equivalen dengan 88,26 % dari yang dianggarkan sejumlah
Rp. 141.513.062.685,00.

c¢). Realisast Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 346.425.000,00 atau
equivalen dengan 57,03 % dari yang dianggarkan sejumlah
Rp. 607.486.043,43.

d). Realisasi Belanja Transfer sejumlah Rp. 1.115.400.000,00 atau
equivalen dengan 98,24 % dari yang dianggarkan sejumlah
Rp. 1.135.400.000,00.

Berdasarkan data realisasi dan perbandingan rasio tersebut diatas,
dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi total Belanja Daerah
dan rasio proporsionalitas belanja sudah mencerminkan esensi
kebijakan belanja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005. Oleh karena itu dimasa mendatang realisasi
total Belanja Daerah dan proporsionalitas perbandingan antara
kelompok Belanja Operasi, kelompok Belanja Modal, kelompok
Belanja Tidak Terduga dan kelompok Belanja Transfer dapat lebih
dirasionalkan.

Rasio Belanja Modal terhadap Pendapatan Daerah.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 yang dianggarkan
sejumlah  Rp. 141.513.062.685,00 dan terealisasi sejumlah
Rp. 124.903.058.018,00 (88,26 %); sedangkan Rasio Belanja Modal
terhadap  Realisasi  Total = Pendapatan  Daerah  sejumlah
Rp. 747.982.275.503,92 (18,92 %).

Semakin besar Rasio Belanja Modal terhadap Total Pendapatan
memperlihatkan semakin besar belanja daerah yang digunakan untuk
pembangunan infrastruktur fisik.



Memperhatikan rasio Belanja Modal terhadap Total Pendapatan
Daerah Tahun Anggaran 2008 hanya 18,92 %, maka untuk masa
mendatang rasio dan proporsionalitas Belanja Modal terhadap Total
Pendapatan Daerah supaya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka
penguatan aset daerah yang secara fungsional akan menjadi
infrastruktur Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan
Pendapatan Daerah regional bruto.

. Realisasi Belanja Langsung SKPD yang melebihi Pagu Anggaran
Belanja Setelah Perubahan antara lain :

a. Dinas  Pendidikan : Anggaran Belanja Modal setelah
perubahan sejumlah Rp. 12.371.594.000,00; Realisasi sejumlah
Rp. 14.657.597.344 (118,48%).

b. Dinas Kesehatan : Anggaran Belanja Barang Dan Jasa setelah
perubahan sejumlah Rp. 8.602.229.100,00; Realisasi sejumlah
Rp. 10.946.830.590,00 (127,25%).

c. Dinas Kebersihan : Anggaran Belanja Barang Dan Jasa setelah
perubahan sejumlah Rp. 15.631.294.525,00; Realisasi sejumlah
Rp. 18.155.860.783,00 (116,5%).

Berkenaan dengan masih adanya realisasi belanja yang melebihi pagu
anggaran, maka pada masa yang akan datang, terhadap seluruh
program/kegiatan dilakukan pengawasan yang lebih intensif sehingga
pengeluaran belanja tidak melebihi pagu anggaran. Pengeluaran
belanja daerah agar menggunakan prinsip tertib, ekonomis, efektif,
efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. NERACA, LAPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS

IV.

LAPORAN KEUANGAN :

Setiap lampiran dalam Rancangan Peraturan Daerah seperti : Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas
Laporan Keuangan agar ditandangani Walikota.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN
2008:

1. Format Raperda beserta Lampirannya agar disesuaikan dengan
Format Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri 13
Tahun 2006.



KEDUA

2. Diktum Menimbang, agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

3. Diktum Mengingat nomor urut 16 Penulisan Peraturan Perundang-
undangan agar diperbaiki; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah dimasukkan dalam
diktum mengingat; Penulisan Rancangan Peraturan Daerah agar
dilengkapi dengan Lembaran Daerah.

4. Diktum Memperhatikan, agar tidak dicantumkan karena tidak diatur
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

5. Diktum Menetapkan agar disesuaikan dengan Diktum Menetapkan
Lampiran E. XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006.

V. RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG = PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008:

1. Format Raperda beserta Lampirannya agar disesuaikan dengan
Format Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri 13
Tahun 2006

2. Diktum Memperhatikan, agar tidak dicantumkan karena tidak diatur
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

3. Diktum Mengingat, Penulisan Rancangan Peraturan Daerah agar
dilengkapi dengan Lembaran Daerah.

4. Pada pasal 4 : kalimat “Lembaran Daerah” diubah menjadi “Berita
Daerah “.

5. Pada penetapan dan pengundangan, nama pejabat tidak diberi garis
bawah, gelar, pangkat dan Nomor Induk Pegawai (NIP) tidak perlu
dicantumkan.

6. Pada akhir alinea, kalimat “ LEMBARAN DAERAH’ diubah
menjadi “ BERITA DAERAH”;

Walikota bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung Tahun
Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Lampung Barat tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung
Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.



KETIGA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung menjadi Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2008, sah apabila memenuhi ketentuan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal o3 September 2009

GUBERNUR LANVIPUNG,

SJACHROEMIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta,

2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Di Bandar Lampung;

3. Inspektur Provinsi Lampung Di Bandar Lampung;

4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Di Bandar Lampung;



